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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

 
1.1.      Latar Belakang Masalah 

 

Perkawinan mempunyai nilai-nilai yang Sakral dalam agama, karena 

mempunyai asas yaitu perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa 

kasih sayang dan cinta mencintai antar sesama pasangan. Oleh karena itu agama 

islam mengharamkan perkawinan  yang bertujuan untuk sementara atau waktu 

tertentu sekedar untuk melepas hawa nafsu saja. 

Setiap manusia mendambakan pernikahan yang bahagia, dengan 

mewujudkan cita-cita sehingga terbentuklah keluarga yang bahagia tersebut. Akan 

tetapi banyak pernikahan tersebut hanyalah sekedar mimpi dan tidak seperti yang 

diharapkan karena banyak pasangan suami isteri yang bertengkar hanya karena 

masalah kecil, yang kemudian menjadi pertengkaran besar yang tidak sedikit 

berakhir dengan perceraian . 

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif , bahwa “Perkawinan dapat putus 

karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis 

perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan 

sebagai   suami   istri.
1    

Menurut   R.   Subekti   perceraian   adalah   penghapusan 

perkawinan  dengan  keputusan  hakim,  atau  tuntutan  salah  satu  pihak  selama 
 
 
 
 

1   
Muhammad Syaifudin,Hukum Perceraian , (Palembang : Sinar Gravika, 2012), hal. 15.
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perkawinan.
2 

Dari pengertian tersebut , maka dapat disimpulkan bahwa perceraian 

adalah putusnya hubungan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak secara 

hukum. Sehingga mengakibatkan status suami atau istri berakhir. 

Penulis  mengambil  tema  perceraian  dan  menganggap  penelitian  ini 

menjadi penting, setidaknya disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu : Pertama, 

meningkatnya perceraian di Indonesia. Walaupun Hukum Indonesia tidak 

mengakui persetujuan suami-istri untuk bercerai, dan hukum telah menetapkan 

beberapa persyaratan sulit yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin bercerai. 

Kedua, bahwa pengadilan seringkali menemukan banyak pasangan yang berusaha 

untuk menipu hukum, dengan melampirkan kesepakatan untuk perceraian. 

Sementara mereka tidak memiliki alasan hukum, untuk mendukung keinginan 

mereka untuk bercerai seperti yang dinyatakan oleh hukum.
3  

Dan yang ketiga 

 
yaitu : agar masyarakat mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari 

putusan yang diputuskan oleh hakim. 

Pada dasarnya undang-undang perkawinan tidak menginginkan terjadinya 

perceraian antara suami istri. Demikian juga halnya dengan Hukum Islam, tidak 

menghendaki adanya perceraian atau talak walaupun talak itu halal tetapi sangat 

dibenci oleh Allah SWT, sebab antara lain dapat memutuskan hubungan kasih 

sayang antara suami dan istri. Akan tetapi suami dan istri mempunyai hak untuk 

memutuskan perkawinan, dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian 

yang    berlaku.    Undang-undang    tidak    membolehkan    perceraian    dengan 

permufakatan saja antara suami dan istri. Namun suami dan istri yang   hendak 
 

2   Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.31, (Jakarta : PT Intermasa, 1989), hal.42. 
3    

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5253/bisakah-istri-memaksa-cerai-karena- 
tidak-suka-menikah, diakses tanggal 20 Mei 2015.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5253/bisakah-istri-memaksa-cerai-karena-tidak-suka-menikah
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5253/bisakah-istri-memaksa-cerai-karena-tidak-suka-menikah
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5253/bisakah-istri-memaksa-cerai-karena-tidak-suka-menikah
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melakukan perceraian, harus mempunyai alasan hukum tertentu. Perceraian itu 

harus di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang berwenang berusaha 

mendamaikan, tetapi tidak berhasil dicapai perdamaian kedua belah pihak.
4
 

Apabila upaya perdamaian tidak menemui hasil, Hakim harus melihat alas an-

alasan yang diajukan oleh Pihak yang mengajukan perceraian.
5 

Alasan      hukum   

tertentu      yang   dimaksudkan   adalah   alasan-alasan
 
perceraian. Alasan-alasan 

ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No.1
 

Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, diperjelas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah   Nomor   9   

Tahun   1975   tentang   Pelaksanaan   Undang-undang Perkawinan dan 

ditambahkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116. Di mata hukum, perceraian tentu 

tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh 

hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi 

pengadilan yang notabene  berwenang memutuskan, apakah suatu
 
perceraian 

layak atau tidak untuk dilaksanakan.
6 

 
Dalam  PP  No.  9  Tahun  1975  tepatnya  pasal  19  dijelaskan  bahwa 

perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang 

mendasarinya. Jika bukan demikian maka pengadilan tidak akan mengambil 

langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seorang 

penggugat.
7

 

Dalam  kasus  Perkara  perceraian  di  bawah  nomor  Register  Perkara: 

 
164/Pdt.G/2012/PA.Clg,  yang  diajukan  oleh  pemohon  pada  tanggal  08  Maret 

 
2012 ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, dalam putusan ini, si suami 

 
 

 
4   

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974  Nomor  1,  Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 3019. 
5   Yusra, D. (2015). Perceraian dan akibatnya. Lex Jurnalica. 2(3) : 22-33 
6 
Budi  Susilo,  Prosedur  gugatan  Perceraian, (Yogyakarta :  Pustaka  Yustisia,  2008),

hal.20.  
  7

Ibid., hal 20-21.
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(Pemohon) menjatuhkan talak kepada isterinya (Termohon) karena mereka tidak 

juga mempunyai anak sejak menikah pada tanggal 29 Juli 2005. Dikatakan bahwa 

rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun 

sejak setahun terakhir tidak rukun lagi. Penyebab ketidakrukunan Pemohon dan 

Termohon adalah karena sudah sekian tahun mereka menikah dan upaya 

pengobatan pun telah ditempuh berbagai cara, namun belum juga dikaruniai anak, 

sedangkan Pemohon sangat menginginkan anak/keturunan. Dikatakan juga bahwa 

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan 

antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang. 

Dalam hal ini, belum juga mempunyai anak  bukan merupakan alasan yang 

sah secara hukum bagi suami-istri untuk melakukan perceraian. Akan tetapi pada 

prakteknya, tidak mempunyai anak dapat menjadi salah satu alasan suami istri 

bercerai.
8

 

Pada umumnya suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua 

 
pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat. Namun prakteknya ada salah 

satu pihak yang berperkara dalam hal ini tergugat tidak hadir dan tidak pula 

mengirimkan wakilnya secara sah menghadap dipersidangan sekalipun sudah 

dipanggil secara sah dan patut. 

Begitu  pula  yang  terjadi    pada  Perkara  perceraian  di  bawah  nomor 

Register: 164/Pdt.G/2012/PA.Clg. Dimana dalam persidangan tersebut Termohon 

telah  tidak  hadir  di  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  hadir 

sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut 
 

 
8  

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5177845bd55d4/tidak-bisa-punya-anak- 

sebagai-alasan-perceraian, diakses pada tanggal 20 Mei 2015.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5177845bd55d4/tidak-bisa-punya-anak-sebagai-alasan-perceraian
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5177845bd55d4/tidak-bisa-punya-anak-sebagai-alasan-perceraian
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5177845bd55d4/tidak-bisa-punya-anak-sebagai-alasan-perceraian
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sebagaimana relaas Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Clg, tidak ternyata 

ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak 

mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon 

yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. 

Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya 

Termohon. Dengan demikian berlakulah verstek yang diatur dalam pasal 125-126 

HIR. 

 
Berdasarkan uraian pada paragraf di atas,  apakah alasan perceraian karena 

tidak memiliki anak telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam 

Undang-Undang Perkawinan yaitu khusunya   Pasal 19   Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975. Oleh Karenanya penulis tertarik untuk membuat skripsi ini 

dengan judul, “ANALISA PERCERAIAN AKIBAT TIDAK MEMILIKI 

ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILEGON 

NOMOR 164/PDT.G/2012/PA.CLG).” 

 

1.2.      Rumusan Masalah 

 
Dari latar belakang tersebut di atas, maka  penulis akan menganalisis : 

 
1) Apakah alasan perceraian pada putusan nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Clg 

telah sesuai dengan alasan perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975? 

 
2) Bagaimana  analisa  hakim  terhadap  pertimbangan  hukum  Perceraian 

akibat      tidak      memiliki      anak      pada      putusan      nomor      : 

164/Pdt.G/2012/PA.Clg ?
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1.3.     Tujuan Penelitian 
 

Dengan merujuk pada rumusan diatas, maka penelitian bertujuan : 

 
1) Untuk  mengetahui  apakah  alasan  perceraian  pada  perkara  Nomor 

 
164/Pdt.G/2012/PA.Clg  telah  sesuai  dengan  alasan  perceraian  yang 

dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

2) Untuk menjelaskan bagaimana analisis hakim terhadap pertimbangan 

hukum Perceraian Akibat Tidak Memiliki Anak pada putusan Nomor 

164/Pdt.G/2012/PA.Clg. 
 

 
 

1.4.     Definisi Operasional 

 
Definisi  operasional  adalah  definisi  yang  didasarkan  atas  sifat-sifat 

variabel yang diamati. Mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang 

memerlukan penjelasan. Bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang 

menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang 

dianggap penting dan berlaku pada area penelitian yang sedang dilakukan. Jadi 

definisi operasional adalah penjelasan variabel yang akan diamati dalam 

pemecahan  masalah.  Untuk  menghindari  kesalahan  pemahaman  dalam 

menafsirkan istilah yang berkaitan dengan judul atau kajian penilitian ini, berikut 

ini adalah definisi dari istilah-istilah tersebut : 

1) Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak 

ada  titik  temu  antara  suami  dan  istri.  Yang  bermula  dari  perbedaan
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pemahaman tentang visi dan misi, yang hendak diwujudkan dalam kehidupan 

berumah tangga.
9

 

2) Pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami 

dan istri, yang tidak hanya kekerasan berwujud non fisik (kata-kata 

lisan/verbal  yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina),  tetapi juga 

tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, 

mengancam dan menampar / memukul) yang terjadi karena adanya persoalan 

rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami 

dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari 

masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.
10

 

 
3) Anak/keturunan adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan yang sah 

antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki.
11

 

4) Cerai talak adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan 

tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu .
12

 

5) Alasan-alasan hukum perceraian adalah alas atau dasar bukti (keterangan) 

yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan tuntutan atau gugatan dalam 

suatu  sengketa  atau  perkara  perceraian  yang  ditetapkan  dalam  hukum 

nasional, yang dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, Hukum Islam yang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9    
Muhammad  Syaifuddin,  dkk,Hukum  Perceraian  ,Ed.1,  cet.ke-2,  (Jakarta  :  Sinar 

grafika,2014), hal.208. 
10  

Ibid. 
11           

http://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520, 

diakses 30 Mei 2015 08:23:01 
12   

Simorangkir dkk, kamus hukum, Cet. ke-12, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 165.

http://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520
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kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hukum 

adat.
13

 

6) Putusan adalah sebagai salah satu produk Peradilan Agama. Pada prinsipnya, 

sama dengan produk di lingkungan Peradilan Umum. Putusan disebut vonnis 

(Belanda), atau al-Qada’u (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama. Karena 

adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Penggugat dan 

Tergugat. Produk pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan produk 

peradilan yang sesungguhnya atau jurisdictio contentiosa.
14

 

 
7) Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon 

tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi , sedang penggugat 

hadir dan mohon putusan.
15

 

 
1.5.      Metode Penelitian 

 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif,
16  

dengan pertimbangan titik tolak penelitian adalah 

analisis  terhadap  putusan  perkara  perceraian  Nomor  164/Pdt.G/2012/PA.Clg. 

Hasil analisis yang diperoleh atas perkara tersebut kemudian dihubungkan dengan 

ketentutan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 yang merupakan penjabaran dari Pasal 38  jo.   Pasal 39 ayat (2) 
 

 
 
 

 
 

hal.195. 

13   
Muhammad Syaifuddin, dkk., ibid., hal 105. 

14  
Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : Rajawali Pres, 1991), 

 
15   

A. Mukti Arto, Praktek perkara perdata pada pengadilan Agama, cet.ke-6, (Yogyakarta

: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 256. 
16 

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : 
Bayumedia Publishing, 2006), hal.57. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur 
penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika  keilmuan hukum dari sisi 
normatifnya.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pendekatan yang 

dilakukan   adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan 

pendekatan kasus.
17

 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan 

 
yang menentukan alasan terjadinya perceraian. Pendekatan konsep digunakan 

untuk memahami konsep-konsep hukum perceraian dan hukum acara perdata , 

khususnya hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama . Sehingga 

diharapkan   konsep   tersebut   dapat   terlaksana   secara   efektif.   Selanjutnya 

pendekatan kasus dilakukan untuk melihat bagaimana runtutan perkara perceraian 

yang terjadi dalam perkara Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Clg, terutama mengenai 

alasan perceraian yang digunakan dalam perkara tersebut. Sehingga dapat ditelaah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang mengatur tentang perceraian, 

seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta aturan 

pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ditelaah 

berdasarkan konsep hukum perceraian. 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yaitu: 

 
1)   Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari : 

 
Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 

 
1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

 
Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan 

perkara perceraian Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Clg. 
 

 
hal.95. 

17 
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , cet.2, (Jakarta : Kencana Pranada M,2008)
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2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan 

pada bahan hukum primer, yang terdiri dari, literatur hukum baik buku 

maupun jurnal  serta pendapat  para  ahli  yang  berkaitan  dengan  penelitian 

tentang pertimbangan hukum dalam putusan perceraian. 

Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum 

yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal 

adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan 

kaidah hukum  tata bahasa, pemahaman berdasarkan kata dan sususan kata-kata 

yang digunakan. Selanjutnya, interpretasi sistematis adalah metode yang 

menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang- 

undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut, 

dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam 

kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.
18

 

 

 
1.6.     Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini adalah : 

Bab  I  Pendahuluan 

Pada   bab   ini   disajikan   Latar   Belakang   Permasalahan,   Perumusan 

 
Masalah,Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan 

 
Sistematika Penulisan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18  
Achmad Rifai,   Penemuan Hukum oleh Hakim dalam   Perspektif Hukum Progresif, 

(Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 221.
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Bab II  Tinjauan Umum Hukum Perkawinan 

 

 

Dalam bab ini akan dibahas tentang hukum Perkawinan yang di dalamnya 

terdapat penjelasan mengenai pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, 

Asas-asas Perkawinan, Syarat-syarat sahnya Perkawinan, Larangan 

Perkawinan dan Peraturan mengenai Perkawinan. 

Bab III Perceraian dalam Perkawinan 
 

 

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian perceraian ,alasan- 

alasan perceraian, asas-asas perceraian, macam-macam putusan dan 

Obyektivitas putusan Hakim dalam keputusan Verstek. 

Bab IV Pembahasan 
 

 

Di dalam bab ini akan di bahas dan dijelaskan mengenai apakah alasan 

perceraian pada perkara Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Clg telah sesuai 

dengan alasan perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan juga bagaimana analisa hakim 

terhadap  pertimbangan  hukum  perceraian  karena  tidak  memiliki  anak 

pada perkara Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Clg. 

Bab  V Penutup 
 

 

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing- 

masing bab sebelumnya. Tersusun atas Kesimpulan dan Saran-saran. 


